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PERAN LSM DALAM RESOLUSI KONFLIK TAPAL BATAS
ANTARA NAGARI SUMPUR DENGAN NAGARI BUNGO

TANJUANG, KABUPATEN TANAH DATAR

Sri Rahmadanisrirahmadani118@gmail.comSekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat
ABSTRACT

The Third parties in the resolution of conflict was expected to change the behavior of the parties in
conflict, even pushed the parties toward an agreement to end the conflict. NGO as the third party is
seen independent and can be fair in the resolution of conflict, can do some attempts to encourage
the parties in conflict toward an agreement. One example of conflict involving NGO in an effort to
resolve the boundary conflicts between Nagari Sumpur and Nagari Bungo Tanjuang, regency of
Tanah Datar. Assignment NGO as mediator in resolution of conflict after several attempts taken by
the government. This article explained the various efforts and achievement has done by NGO as
mediator resolution of conflict both nagari until the formation of representative group become key
success in mediation. In addition in this article is also explained the reason NGO that has not been
able to achieve an aggrement in resolution of conflict both nagari.

Keyword : LSM, Conflict Boundaries, Conflict Resolution

ABSTRAKPihak ketiga dalam resolusi konflik diharapkan dapat merubah perilaku para pihak yangberkonflik, bahkan mendorong para pihak menuju kesepakatan untuk mengakhiri konflik. LSMsebagai pihak ketiga dipandang independen dan dapat bersikap adil dalam resolusi konflik,dapat melakukan beberapa upaya untuk mendorong pihak yang berkonflik menuju kesepakatan.Salah satu contoh konflik yang melibatkan LSM dalam penyelesaiannya adalah konflik tapalbatas antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjuang, Kabupaten Tanah Datar.Penunjukan LSM sebagai mediator dalam penyelesaian konflik setelah beberapa upaya yangditempuh oleh beberapa pihak dari pemerintahan. Tulisan ini memaparkan berbagai upaya danpencapaian yang telah dilakukan LSM sebagai mediator penyelesaian konflik kedua nagarihingga terbentuknya perwakilan kelompok yang menjadi kunci keberhasilan dalam mediasi.Selain itu dalam tulisan ini juga memaparkan alasan LSM yang belum mampu mencapaikesepakatan dalam penyelesaian konflik kedua nagari.
Kata Kunci : LSM, Konflik Tapal Batas, Resolusi Konflik

PENDAHULUANSalah satu bentuk konflik yang terjadi diwilayah Sumatera Barat adalah konflikperebutan batas wilayah, yang mana padawilayah yang diperebutan terdapat tanah
ulayat. Tanah ulayat merupakan hal yangkrusial bagi masyarakat adat yang ada diSumatera Barat atau masyarakatMinangkabau khususnya. Tanah ulayat tidak
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hanya bernilai ekonomis, tetapi juga bernilaisosial dan kultural.Konflik terkait batas wilayah diSumatera Barat salah satunya konflik yangterjadi antara Nagari Sumpur dengan NagariBungo Tanjuang, Kabupaten Tanah Datar.Konflik yang terjadi terkait batas keduanagari baik secara adat maupun secaraadministratif. Konflik ini kemudian terusberlanjut pada pengelolaan dan pemanfaatantanah ulayat Nagari Sumpur dengan NagariBungo Tanjuang ( Jomi Suhendri dan NaldiGantika dalam Pasha dan Sirait, 2011: 23).Wilayah yang dipersengketakan tersebutterletak di sisi barat Nagari Sumpur dan sisitimur Nagari Bungo Tanjuang. Berdasarkaninformasi yang didapatkan dari kedua nagari,wilayah yang dipersengketakan lebih kurang133 bidang atau kavling yang luasnya kira-kira 10 Ha.Konflik yang mulai mencuat pada tahun1955 ini dipicu karena ketidaksesuaianpemahaman dan fakta mengenai tanah ulayatyang dipersengketakan. Kedua nagarimemiliki pemahaman yang berbedamengenai batas wilayah aua nan baririk,
parik nan tarantang (aur yang berbaris, parityang terbentang) berdasarkan apa yangdisampaikan secara turun temurun olehnenek moyang masing-masing nagari (tutua
nan dijawek, warih nan ditarimo). Kemudianperbedaan peta wilayah yang dimilikimasing-masing nagari, terdapat tiga jenispeta yakni peta yang dibuat pada zamanBelanda, peta dari udara, dan peta militer(wawancara dengan ketua KAN NagariSumpur dan walinagari Bungo Tanjuang).Tidak hanya itu, wilayah tersebut jugaberpotensi dalam pengembangan ekonomimasyarakat Sumpur maupun masyarakatBungo Tanjuang, yang mata pencariannyabergantung pada hasil perkebunan.Konflik yang terjadi antara kedua nagaritidak hanya sebatas pada konflik laten saja,tetapi telah berkembang menjadi konflikterbuka. Di antaranya pada tahun 1916terjadi aksi pembunuhan oleh masyarakatNagari Sumpur terhadap salah satumasyarakat Nagari Bungo Tanjuang.Kemudian penebangan tanaman-tanamanyang berada di wilayah yangdipersengketakan pada tahun 2004(wawancara dengan ketua KAN NagariSumpur dan walinagari Bungo Tanjuang).

Konflik terbuka merupakan suatu situasiketika konflik sosial yang terjadi muncul kepermukaan yang berakar dalam dan sangatnyata, untuk itu diperlukan berbagaitindakan untuk mengatasi akar konflik danpenyebabnya. Oleh karena itu untukmencegah terjadinya konflik terbukadiperlukan resolusi konflik agar konflik dapatdiselesaikan. Resolusi konflikmengimplikasikan bahwa sumber konflikyang berakar dalam akan diperhatikan dandiselesaikan. Ini berimplikasi bahwa perilakupihak yang berkonflik tidak lagi penuhkekerasan, sikapnya tidak lagimembahayakan, dan struktur konfliknyatelah diubah (Miall et al, 2002: 31).Resolusi konflik antara kedua nagaritelah dilakukan beberapa kali oleh beberapapihak. Di antaranya telah dilakukan olehpemerintah Kabupaten Tanah Datar denganmengeluarkan ketetapan sementaraBupati/Kepala Daerah Kabupaten TanahDatar No. 1 Tahun 1955 tertanggal 3September 1955, dengan keputusanbahwasanya tanah yang disengketakanadalah ulayat Nagari Sumpur dan masukdalam wilayah Nagari Sumpur. Keputusantersebut telah dianggap final karena tidakada tuntutan dari pihak Nagari BungoTanjuang ke pengadilan. Kemudian padatahun 1987, Nagari Bungo Tanjuang tidakmau lagi mengakui ketetapan bupati tersebutdengan tidak lagi membayar uang sewakepada Nagari Sumpur. Sehingga pada tahun1993, pemerintah Kecamatan Batipuahmemfasilitasi pertemuan antara kedua nagaritetapi tidak menemukan titik penyelesaian.Maka upaya penyelesaian konflik selanjutnyadengan pembentukan Tim Sembilan olehpemkab pada bulan September tahun 2008,disepakati untuk menelusuri batas wilayahyang dipersengketakan. Namun upaya initetap tidak mampu mencapai kata sepakatantara kedua nagari sehingga belum mampumengakhiri konflik.Upaya penyelesaiaan konflik selanjutnyadilakukan oleh LSM Qbar pada tahun 2009dengan memfasilitasi kedua nagari dalampertemuan di Hotel Hang Tuah Padang padatanggal 18 s/d 20 Mei 2009, dari pertemuantersebut diperoleh kesepakatan kedua nagariagar LSM Qbar menjadi mediator dalampenyelesaian konflik ini. Untuk lebih jelasnya,resolusi konflik yang sudah pernah dilakukandapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:
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Tabel 1.1.
Perkembangan Resolusi Konflik antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjuang

Tahun Pihak yang
menyelesaikan

Upaya yang
dilakukan

Hasil1955 PemerintahKabupatenTanah Datar SK Bupati No. 1tahun 1955 Kesepakatan wilayah yangdipersengketakan adalahmilik Nagari Sumpur1993 PemerintahKecamatanBatipuah Fasilitasipertemuan Tidak ada penyelesaian
2008 Pemkab TanahDatar Pembentukan TimSembilan Penelusuran wilayah yangdipersengketakan dan tidakmenemukan kesepakatan2009 LSM Qbar Memfasilitasipertemuan danpelatihan resolusikonflik

Kesepakatan LSM Qbarsebagai mediator dalampenyelesaian konflikSumber: Ketua KAN Nagari SumpurBerdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwaresolusi konflik kedua nagari telahdilakukan oleh beberapa pihak daripemerintahan, seperti oleh bupati dankepolisian, tetapi tetap tidak mengakhirikonflik kedua nagari. Kemudian juga terlihatbahwasanya LSM lebih dipercaya olehmasyarakat dalam penyelesaian konflik, halini terbukti dengan adanya permintaan dariArifin Dt Tan Basa (elite Nagari Sumpur)kepada LSM Qbar untuk membantumenyelesaikan konflik dan telah disetujuijuga oleh masyarakat Nagari BungoTanjuang. Hal ini bisa terjadi karenamunculnya dugaan di dalam masyarakatbahwa pemerintah akan bersikap tidak adilapabila ada aparat pemerintahan berasaldari salah satu nagari yang berkonflik,sehingga LSM dianggap lebih independendan lebih mampu bersikap adil dalampenyelesaian konflik.Beberapa penelitian telahmenunjukkan peran-peran yang mampudilakukan oleh LSM dalam kehidupanmasyarakat. Fakih (2010: 37) menemukanketerlibatan dan peran yang dimainkan LSMdalam berbagai aspek kehidupanmelahirkan kesadaran kritis darimasyarakat, seperti dalam pembangunan,ekonomi, politik, kultural, dan lingkungan.Kemudian peran LSM dalam penyelesaiankonflik di masyarakat terlihat jelas padapenelitian Pasha et al dengan judul “SistemPendukung Negosiasi Multi Tataran dalam

Pengelolaan Sumber Daya Alam SecaraTerpadu: dari Konsep Hingga Praktek”, LSMberperan dalam resolusi konflik yaknisebagai observator atau peneliti dan sebagaifasilitator untuk pengembangan usulan suatukonsep yang akan diterapkan dalam resolusikonflik. Selain itu penelitian MusdalifahMahmud dengan judul “Konflik Agraria dalamRelasi Antara Perusahaan PerkebunanDengan Masyarakat” menemukan peran LSMdalam resolusi konflik, yakni sebagaifasilitator bagi masyarakat dalam mengakseslembaga dan konsultasi publik sertapenyadaran masyarakat terhadap hak-hakmereka.Oleh karena itu, tulisan ini berusahamemaparkan peran yang mampu dimainkanoleh LSM dalam sebuah resolusi konflik.Tulisan ini terkhusus menjabarkan upaya danpencapaian yang telah dilakukan oleh LSMQbar sebagai mediator yang ditunjuk keduanagari dalam resolusi konflik yang masihberlangsung. Adapun upaya penyelesaiankonflik yang telah dilakukan oleh Qbar yaknisampai terbentuknya perwakilan kelompokdari kedua nagari untuk melakukanperundingan. Perwakilan kelompok adalahsalah satu hal yang sangat penting dalampenyelesaian konflik antar komunitas sebagaipenentu berhasil atau tidaknya kesepakatanyang telah dibuat, yang nantinya kesepakatanitu akan mengikat pihak-pihak yangberkonflik.
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TINJAUAN PUSTAKAMenurut Lewis Coser (1967 : 37-51),hal yang paling penting dalam sebuahresolusi konflik adalah menghindari adanyadominasi satu pihak terhadap pihak lain.Resolusi konflik dimaksudkan sebagai suatuupaya sosial untuk mencapai persetujuanpihak-pihak yang berkonflik untukmengakhiri konflik. Coser kemudianmenggunakan istilah terminasi konfliksebagai bentuk upaya yang dilakukan dalampenyelesaian konflik. Terminasi konflikakan tercapai manakala para pihak yangberkonflik berbagi pemahaman dancenderung bermufakat untuk menyetujuibeberapa norma atau aturan yangmengantarkan mereka kepada persetujuanuntuk mengakhiri konflik yang terjadi. Jikapersetujuan tidak dibuat selama perjuanganterminasi konflik tersebut, maka akan adakorban minimal salah satu pihak yangberkonflik. Oleh karena itu Cosermenegaskan pentingnya persetujuan dankomitmen timbal balik antara pihak yangberkonflik dengan tujuan yang sama yaitupenghentian konflik itu sendiri, karenaterminasi konflik layaknya sebuah prosessosial dimana harus ada norma atau aturanyang disetujui pihak yang berkonflik.Biasanya para pihak yang berkonflikmungkin berkeinginan untuk menghentikankonflik di saat mereka sadar bahwa tujuanmereka tidak dapat dicapai, namun akanmemakan biaya yang besar dan merekatidak ingin membayar untuk itu. Hal ini jugabisa terjadi ketika mereka menyimpulkanbahwa untuk melanjutkan konflik lebihsedikit menarik dibanding menerimakekalahan walaupun mereka nyaris dekatkepada kemenangan. Pada saat situasitersebut mereka mungkin terdorong untukmenyelidiki kesempatan untukterbentuknya kompromi. Kompromi akandimudahkan oleh ketersediaan relasi yangberdiri di tengah pertempuran. Ini salahsatu fungsi kunci mediator untuk membuatbeberapa hal yang dibutuhkan pihak yangberkonflik (Coser, 1967: 50). Oleh karenaitu, bagi Coser dalam kompromi sebagaiusaha terminasi konflik dapat melibatkanmediator dan kunci keberhasilan terminasikonflik juga tergantung kepada sumberdaya yang dimiliki oleh mediator.

Coser kemudian menawarkan suatubentuk pengelolaan konflik untukmempertahankan kelompok darikemungkinan konflik sosial yakni katuppenyelamat (safety-valve). Katup penyelamatmembiarkan luapan permusuhan tersalurtanpa menghancurkan seluruh struktur,selain itu juga membantu membersihkansuasana dalam kelompok yang sedang kacau.Dalam hal ini Coser melihat katuppenyelamat berfungsi sebagai mekanismeatau jalan keluar yang meredakanpermusuhan, dimana tanpa katuppenyelamat hubungan di antara para pihakyang bertentangan akan semakin tajam.(Poloma, 2010: 108-109).Mengutip pemikiran Coser yang telahdipaparkan sebelumnya, terlihat pentingnyasebuah katup penyelamat (safety valve)sebagai sebuah solusi untuk meredakanpermusuhan. Tidak hanya itu, seorangmediator dengan sumber daya yangdimilikinya menjadi kunci tercapainyapenyelesaian konflik. Jadi, secara sederhanamediator sebagai pihak ketiga baik individuataupun kolektif yang berada di luar konflikantara dua pihak atau lebih diharapkan untukdapat mengubah hubungan para pihak yangberkonflik dan dapat mencapai suatukesepakatan antara pihak yang berkonflik(Pruitt dan Rubin, 2004: 374).Dalam mengubah hubungan para pihakyang berkonflik, menurut Pruitt dan Rubin(2004) ada beberapa upaya yang dapatdilakukan pihak ketiga dalam membantupara pihak untuk mencapai kesepakatan,yakni:1. Modifikasi Struktur Fisik dan SosialPada tahapan ini pihak ketigadisarankan untuk mendorongkomunikasi antara pihak yang berkonflik.Komunikasi tersebut bisa secaralangsung maupun tidak langsung, hal initergantung kepada situasi antara keduabelah pihak. Jika komunikasi langsungtidak bisa disarankan, maka yang dapatdilakukan pihak ketiga yaitumemperbaiki kesan masing-masing pihakmengenai pihak lain dan pihak ketigajuga dapat memainkan peran edukatif.Kemudian pihak ketiga juga dapatmelakukan upaya seperti melakukanperundingan antara para pihak di tempatyang tertutup dari penonton termasukmedia. Tujuannya agar pelaku konflik
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tidak memproyeksikan kekuatan dankelemahan karena akan mempersulittercapainya kesepakatan. Selanjutnyapihak ketiga harus mampumemanfaatkan sumber daya yangdimiliki pihak-pihak yang berkonflikagar tercapai kesepakatan.2. Modifikasi Struktur Isu KonflikPihak ketiga dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik dalammengidentifikasi berbagai isu yangmenjadi sumber konflik. Isu tersebutbiasanya diurutkan dari umum kekhusus dan memilih isu yang lebihmudah untuk ditangani terlebih dahulu.Keberhasilan dalam menangani isu yanglebih mudah ini dapat menjadi titik awaluntuk berpindah ke isu-isu yang lebihsulit yang pada akhirnya akanmemperkenalkan alternatif baru untukmencapai kesepakatan.3. Meningkatkan Motivasi Pihak-pihakyang Berkonflik untuk MencapaiKesepakatanPada bagian ini, pihak ketigahendaknya cakap dalam membantu parapihak yang berkonflik membuat konsesitanpa harus menyebabkan salah satupihak kehilangan muka di mata lawan.Selain itu juga memotivasi para pihakagar terlibat dalam upaya problem
solving, dalam upaya ini diperlukankepercayaan para pihak terhadap pihaklain. Salah satu cara yang dapatdilakukan pihak ketiga untukmembangkitkan kepercayaan yaknimendorong para pihak yang berkonflikuntuk membuat konsesi yang tidakdapat dibatalkan, untuk menciptakanbukti yang tidak bisa dibantahkanmengenai kesediannya untukmenyerahkan sesuatu.Miall menyampaikan keterlibatan LSMdalam resolusi konflik, dengan melakukanberbagai pendekatan untuk menyelesaikankonflik seperti menentukan agenda,membantu komunikasi antara pihak yangberkonflik, melakukan fasilitasi, workshoppemecahan masalah, dan mediasiberkelanjutan. Selain itu usaha baruketerlibatan LSM adalah melatih orang-orang di dalam masyarakat yang sedangberkonflik keterampilan penyelesaiankonflik dan mengkombinasikannya dengan

tradisi lokal. Tujuannya untukmemberdayakan penduduk lokal untukresolusi konflik dan membangun perdamaiandari bawah (Miall et al, 2002: 254-257).Menyangkut konflik kedua nagari,LSM Qbar yang telah ditunjuk sebagaimediator dalam penyelesaian konflik, telahmelakukan usaha dan pendekatan yangdikombinasikan dengan tradisi masyarakatdalam upaya penyelesaian konflik yaknidengan musyawarah mufakat. LSM Qbar jugamelakukan fasilitasi petemuan antara keduanagari dan memberikan keterampilanpenyelesaian konflik kepada kedua nagaridalam pelatihan resolusi konflik pada tanggal18 - 20 Mei 2009 di Hotel Hang Tuah Padang.
METODE PENELITIANTulisan ini merupakan suatu bentuklaporan penelitian yang dilakukan pada bulanDesember 2011 hingga Maret 2012 di duanagari yang berkonflik yakni Nagari SumpurKecamatan Batipuah Selatan serta NagariBungo Tanjuang Kecamatan Batipuah,Kabupaten Tanah Datar, serta di KecamatanNanggalo Kota Padang yang menjadi kantorLSM Qbar. Pengumpulan data dilakukandengan menggunakan metode kualitatif yangmampu menganalisis secara lebih detailperan LSM Qbar dalam resolusi konflikantara kedua nagari dengan latar alamiahdari konflik tersebut. Adapun fokuspenelitian adalah untuk melihat upaya danpencapaian yang telah dilakukan Qbar dalamresolusi konflik. Adapun data-data yangdipaparkan dalam penelitian ini diperolehmelalui tiga cara. Pertama, wawancaramendalam dengan para tokoh atauperwakilan dari Nagari Sumpur dan NagariBungo Tanjuang yang mengetahui atau ikutdalam pertemuan yang diadakan oleh Qbar,selain itu juga dengan para perwakilan dariLSM Qbar yang terlibat secara langsungdalam upaya penyelesaian konflik antarakedua nagari. Kedua, melalui pengamatanlangsung terkait batas nagari versi masing-masing nagari dan wilayah yangdipersengketakan. Selanjutnya mengamatifakta-fakta yang didapat dari hasilwawancara dengan informan baik itu wilayahmaupun tanaman yang ditaman di wilayahtersebut,  kemudian batas kedua nagari yangtidak sepenuhnya bisa ditemukan saat ini,serta mengamati situasi terkini dari keduanagari. Ketiga, menelaah data sekunder
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seperti buku-buku, laporan penelitian Qbardan laporan proses pelatihan resolusikonflik, surat perjanjian antara keduanagari, SK penunjukan Qbar sebagaimediator dan SK pembentukan timperunding, daftar hadir sosialisasi hasilpenelitian dan daftar hadir pelatihanresolusi konflik, atau dokumen yang relevandan sama dengan penelitian ini. Data yangdidapat kemudian dianalisis denganpendekatan model interaktif Milles danHuberman, yaitu reduksi data, penyajiandata, dan penarikan kesimpulan sertaverifikasi.
KRONOLOGI PENUNJUKAN QBAR
SEBAGAI MEDIATORSebelum membicarakan lebih lanjuttentang peran LSM Qbar dalam upayapenyelesaian konflik antara Nagari Sumpurdengan Nagari Bungo Tanjuang, terlebihdahulu akan dibahas secara singkatkronologi keterlibatan LSM Qbar dalamupaya penyelesaian konflik di kedua nagari.Kronologi masuknya LSM Qbar di keduanagari terdiri dari beberapa tahap. Tahapawal, pada tahun 2008 LSM Qbar memilikisebuah riset yang bekerja sama dengansalah satu LSM internasional yakni ICRAF(International Center for Research in
Agroforesty), dengan tujuan riset untukmelihat klaim konflik di dua nagari diKabupaten Tanah Datar yakni NagariGuguak Malalo dan Nagari Sumpur.Pemilihan lokasi riset yang dilakukan Qbarberdasarkan pertimbangan bahwa NagariGuguak Malalo merupakan salah satu nagaridampingan Qbar sejak tahun 2005menyangkut program pengelolaan hutanberbasis nagari. Selain itu juga menghindariagar konflik di kedua nagari tidak pecahseperti konflik yang terjadi antara NagariSaniang Baka dengan Nagari Muaro Pingai,Kabupaten Solok. Adapun temuan Qbar daririset yang dilakukan yaitu ada dua konflikyang berbeda yang terjadi di Nagari GuguakMalalo dan di Nagari Sumpur. Di NagariGuguak Malalo ada konflik vertikal, yaknikonflik antara masyarakat Nagari GuguakMalalo dengan Dinas Kehutanan KabupatenTanah Datar terkait penetapan kawasanhutan. Sementara di Nagari Sumpurditemukan bahwa nagari ini memilikikonflik dengan nagari tetangganya yakniNagari Bungo Tanjuang. Konflik ini

berkenaan dengan penetapan batas wilayahantara kedua nagari yang telah terjadi sejaklama. Selain itu juga ditemukan telah banyakupaya yang dilakukan oleh berbagai pihakuntuk menyelesaikan konflik antara keduanagari ini.Tahap selanjutnya, pelaksanaan FGD dimasing-masing nagari yang berkonfliksetelah berakhirnya riset yang dilakukan olehQbar pada akhir tahun 2008. FGD diadakansebanyak dua kali pertemuan di masing-masing nagari dengan 20 orang peserta pernagari, peserta FGD tersebut diantaranyaterdiri dari walinagari, KAN, BPRN, pemuda,dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada dinagari.. FGD pertama bertujuan untuksosialisasi temuan Qbar di masing-masingnagari dan klarifikasi dari masyarakat nagaritentang temuan yang telah diperoleh. FGDkedua bertujuan menyampaikan hasil daripembahasan dan klarifikasi dari FGDsebelumnya, selanjutnya mencari solusi danlangkah yang akan ditempuh untuk mencapaisolusi tersebut. Tindak lanjut setelahberakhirnya FGD yang kedua ini yaitu ; diNagari Guguak Malalo disepakati akanmembentuk Perna (Peraturan Nagari) yangkemudian terealisasi dengan lahirnya PernaGuguak Malalo no. 2 tahun 2008 tentangpengukuhan hak ulayat dan pengelolaanulayat anak Nagari Guguak Malalo. Sementaraitu di Nagari Sumpur disepakati tindak lanjutberupa komitmen bersama dari masyarakatNagari Sumpur bahwa konflik dengan nagariBungo Tanjuang harus diselesaikan dandimediasi, dan meminta kesediaan Qbaruntuk menindaklanjuti dan berusahamenyelesaikan konflik yang terjadi.Tahap akhir merupakan tindak lanjut diNagari Sumpur atas konflik yang ada yakniberupa komitmen bersama dari masyarakatNagari Sumpur untuk menyelesaikan konfliksecara kekeluargaan melalui jalan mediasi(Alternative Dispute Resolution) denganmenunjuk mediator. Komitmen bersamamasyarakat Nagari Sumpur diwakili olehketua KAN Nagari Sumpur yang pada akhirFGD yang kedua meminta kesediaan Qbaruntuk menyelesaikan konflik antara keduanagari. Komitmen tersebut didasari olehbeberapa alas an, diantaranya :
1. Ketidakberhasilan PemerintahKeinginan masyarakat Nagari Sumpuruntuk menyelesaikan konflik telahberlangsung sejak lama, terbukti dengan
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beberapa upaya yang telah dilakukanberbagai pihak salah satunyapemerintah. Namun beberapa upayayang telah diusahakan pemerintahbelum membuahkan hasil, sehinggamembuat masyarakat memilih untukmenyelesaikan konflik yang terjadimelalui jalur non litigasi seperti melaluijalan mediasi. Berikut kutipanwawancara dengan sekretaris NagariSumpur:“,,,kalau dipikie-pikie sabalumnyo
mang alah ado beberapa kali
pertemuan yang mampatamukan
kaduo nagari, kalau ka dibaok ka
pengadilan tu tantu akan
mambutuhkan langkah-langkah nan
labiah kongkrit artinyo ado banyak
hal yang harus dipikirkan. Jadi ado
satu langkah yang ditawarkan kok
dapek yo jo mediasi yang ditengahi
oleh mediator. Jadi kalo sakironyo
hasilnyo indak, kan hasilnyo
ditantukan pulo dek tim di nagari, di
nagari kan ado tim. Kalau Qbar kini
ko sudah kami sapakati tu yo alun
pernah, Cuma manghubungi Sumpu
dan manghubungi bungo tanjuang tu
alah dan sabagian alah dijajakinyo
dan manyapakati pertemuan
misalnyo sakali disiko sakali di Bungo
Tanjuang tapi untuak
mampatamukan kaduo nagari ko yo
alun ado. Tu masalah ko lah
disalaisaian lo dek Pemda ndak jo
ado hasil, nihil,,,” (wawancarainforman laki-laki, Januari 2012)

2. Biaya Peradilan yang MahalSalah satu yang menjadipertimbangan masyarakat NagariSumpur untuk menyelesaikan konflikyang terjadi melalui jalur mediasidengan menunjuk mediator yaknikarena biaya peradilan yang mahal. Halini sejalan dengan pemikiran Coser(1967) bahwa pertimbangan tersebutdidasari kesadaran bahwa ketikamasyarakat memilih untuk melanjutkankonflik, maka apa yang merekaharapkan tidak akan sepenuhnyatercapai  namun sebaliknya akanmemakan biaya yang besar dan merekatidak ingin membayar untuk itu. Berikut

kutipan wawancara dengan ketua KANNagari Sumpur:“,,, kalau dibaokkan ke pengadilan,
biayanyo sangaik tinggi dan
kepengurusannyo ndak cukuik disiko.
Yang ado di tim tu ndak sadonyo ado
di nagari do, tu payah lo. Jadi ado juo
nan nio mambaok ka pengadilan tapi
biaya ndak ado. Urang nan indak nio
mundur tu ndak lo namuah maagiah
biaya untuk dibaok ka pengadilan.
Kalau memang urang tu ndak nio
mundur jadi lah bialah kami baok ka
pengadilan tapi urang tu ndak lo
maagiah biaya do,,,” (wawancarainforman laki-laki, Januari 2012)Setelah muncul permintaan darimasyarakat Nagari Sumpur yang diwakilioleh ketua KAN Nagari Sumpur untukmeminta kesediaan Qbar menjadimediator dalam menyelesaikan konflikkedua nagari, Qbar selanjutnya memintaizin dan saran dari Nagari Sumpur untukbisa menjajaki konflik ini ke NagariBungo Tanjuang. Permohonan izin inidilakukan oleh Qbar agar tidak terjadikesalahpahaman dan mendapatpersetujuan dari Nagari Sumpur.Permohonan izin Qbar untuk menjajakikonflik yang terjadi ke Nagari BungoTanjuang mendapat persetujuan daripihak Nagari Sumpur, sehingga setelahitu Qbar mengunjungi Nagari BungoTanjuang dengan maksud untukmendalami konflik namun tidak langsunguntuk melakukan mediasi.Saat melakukan kunjungan ke NagariBungo Tanjuang, Qbar tidak memberikantawaran secara langsung untuk menjadimediator dalam penyelesaian konflikkedua nagari, namun tidak berarti Qbarmembiarkan masyarakat kedua nagariuntuk tidak menunjuk Qbar sebagaimediator dalam penyelesaian konflik ini.Qbar kemudian membuat situasi yangmemungkinkan masyarakat untukmenjatuhkan pilihan untuk menunjukQbar untuk menyelesaikan konflik ini.Sehingga setelah disepakati menjadimediator kedua nagari, Qbar memintapernyataan tertulis sebagai legitimasidari nagari. Upaya meminta legitimasidari nagari ini sejalan dengan yangdisampaikan Pruitt dan Rubin (2004)mengenai upaya yang dilakukan pihak
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ketiga dalam mencapai kesepakatanyakni pihak ketiga dapatmembangkitkan kepercayaan sepertimendorong para pihak yang berkonflikuntuk membuat konsesi yang tidakdapat dibatalkan, untuk menciptakanbukti yang tidak bisa dibantahkanmengenai kesediaannya untukmenyerahkan sesuatu dalammenyelesaikan konflik. PenunjukanQbar sebagai mediator dibuktikandengan dikeluarkannya surat keputusanpenunjukan Qbar sebagai mediatorpenyelesaiaan konflik oleh NagariSumpur. SK no 14/ KEPT/G/SPR-2010.Sementara itu di Nagari Bungo Tanjuangkesediaan nagari untuk dimediasi olehQbar belum mendapatkan legalitastertulis.
UPAYA QBAR DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK KEDUA NAGARISetelah Nagari Sumpur menunjuk Qbarsebagai mediator konflik di akhir tahun2008 dan secara resmi pada tahun 2010dengan dikeluarkannya surat keputusanpenunjukan mediator, Qbar selanjutnyamelakukan beberapa upaya yang telahdirancang sebelumnya untukmenyelesaikan konflik kedua nagari menujuproses mediasi. Berbagai upaya yangdilakukan untuk menyelesaikan konflikmerupakan serangkaian strategi ataulangkah yang sengaja disusun secara logis.Hal ini sejalan dengan pendapat Fisher et al(2003: 56-57) bahwa diperlukanserangkaian strategi yang telah dirancangsecara logis yang bisa disesuaikan denganperkembangan situasi sehingga padaakhirnya dapat mencapai tujuan yangdiinginkan. Serangkaian upaya ini akanmembantu dalam upaya penyelesaiankonflik, karena Qbar secara bertahap akanmemahami konteks dan dinamika masalahyang akan diselesaikan.Pendekatan yang kemudian dipilihQbar dalam setiap langkah dan upaya yangdiambil dalam penyelesaian konflik adalahberdasarkan kebiasaan dan norma yangdianut dan berlaku di masyarakat sepertipenyelesaian konflik melalui musyawarah.Berikut upaya yang sejauh ini telahdilakukan Qbar dalam penyelesaian konflikkedua nagari :

a. Membangun TrustDalam penyelesaian sebuah konflik,kepercayaan di antara para pihak yangberkonflik menjadi sangat penting,mengingat hal ini menjadi kunci berhasilatau tidaknya konflik tersebutdiselesaikan. Trust yang terbangun antarapara pihak yang terlibat dalam resolusikonflik akan membantu untuk mengubahsesuatu yang tidak mungkin menjadisesuatu yang dapat dilakukan sekaligusmemberikan peluang untukmengembangkan sesuatu yang baru.Langkah ini merupakan langkah awalyang penting dilakukan, karena langkahini menentukan penerimaan masyarakatkedua nagari agar bersedia nantinyadimediasi oleh Qbar. Langkah ini jugasangat menentukan kelancaran upayaQbar menuju langkah mediasi keduanagari, seperti melakukan beberapakegiatan baik itu di dalam nagari ataupundi luar nagari karena masyarakat sudahpaham tentang Qbar, tujuan danperannya di dalam penyelesaian konflik.Dalam membangun trust, Qbarberusaha mendekatkan diri secarapsikologis dengan masyarakat keduanagari. Upaya ini dilakukan melaluikunjungan ke beberapa tokoh dengancara berbincang-bincang untukmembangun kedekatan secarapsikologis. Kunjungan yang dilakukantidak hanya ke kantor walinagari, namunjuga ke rumah-rumah tokoh adat/ ninikmamak, dan ke tempat bekerja tokohatau masyarakat dengan topikperbincangan mengenai berbagai haltentang persoalan-persoalan yang ada dinagari. Biasanya kunjungan dilakukanpada waktu sore hari hingga menjelangwaktu maghrib atau setelah maghribsekitar pukul 19.00 hingga pukul 21.00.Pemilihan waktu kunjungan inididasarkan atas asumsi waktu pulangbekerja masyarakat, sehingga setiapkunjungan yang dilakukan tidakmengganggu aktifitas masyarakat.Upaya ini berlangsung intensif selamalebih kurang satu bulan, tetapi hal initidak berarti bahwa upaya membangun
trust dengan masyarakat nagari hanyacukup dilakukan selama satu bulankunjungan. Akan tetapi masih tetapberlanjut diberbagai upaya selanjutnya,
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kunjungan mulai dilakukan pada bulanfebruari 2009. Langkah pertama yangberlangsung intensif selama satu bulantersebut terdiri dari empat kalikunjungan ke masing-masing nagari.Kunjungan selalu dilakukan bersamaandi kedua nagari, hal ini karena jaraknyayang berdekatan.Kunjungan Qbar ke masing-masingnagari dalam upaya membangun trust,dilakukan oleh dua orang perwakilanQbar yakni Naldi Gantika dan MoraDingin. Dalam berbagai upaya Qbar kedepannya lebih banyak dilakukan olehMora Dingin. Dalam setiap kunjunganyang dilakukan hanya berupaperbincangan dengan masyarakatnagari khususnya tokoh-tokohmasyarakat. Hal inilah yang menjadisalah satu kelemahan Qbar dalamupaya penyelesaikan konflik antarakedua nagari, yakni tidak melibatkanmasyarakat secara keseluruhan tetapilebih melibatkan tokoh-tokohmasyarakat.Setelah melakukan empat kalikunjungan ke masing-masing nagari,mulai muncul penerimaan masyarakatnagari atas keberadaan Qbar di nagari.Penerimaan tersebut dalam bentukkesediaan masyarakat kedua nagariyang bersedia dimediasi untukpenyelesaian konflik. Penerimaanmasyarakat di Nagari Sumpur sudahterlihat sejak akhir pelaksanaan FGDkarena munculnya komitmen bersamadari masyarakat untuk memintakesedian Qbar menyelesaikan konflik.Sedangkan di Nagari Bungo Tanjuangbentuk penerimaan masyarakat yaituadanya pernyataan dari walinagariBungo Tanjuang. Demikian halnya yangdisampaikan oleh perwakilan Qbaryakni Mora Dingin:
“,,,di nagari Bungo Tanjuang ada
pernyataan dari walinagari “ya
silahkan kalau seandainya Qbar bisa
menyelesaikan” setelah itu baru
mereka mau berbicara tentang
konflik. Selain itu salah satu bentuk
penerimaan masyarakat kedua
nagari terhadap Qbar yaitu mereka
mau hadir dalam pelatihan yang
diadakan oleh Qbar,,,” (wawancarainforman laki-laki, Januari 2012)

b. Pemetaan dan Modifikasi Struktur Isu
KonflikSetelah Qbar memotivasi para pihakyang berkonflik untuk ikut terlibat dalampenyelesaian konflik denganmembangun kedekatan psikologi denganmasyarakat di kedua nagari, untukmembangun trust dan penerimaanmasyarakat. Maka upaya yangselanjutnya dilakukan oleh Qbar dalampenyelesaian konflik kedua nagariadalah modifikasi struktur isu konflikuntuk memperkenalkan alternatif untukmencapai penyelesaian. Hal inidimaksudkan untuk mengidentifikasiberbagai isu yang menjadi sumberkonflik, adapun upaya yang dilakukanyakni dengan memetakan konflik. Upayaini berlangsung selama lebih kurang limabulan, dengan jumlah kunjungan lebihdari 10 kali kunjungan ke masing-masingnagari. Kunjungan ini diadakan setiapbulan, dalam satu bulan ada dua kalikunjungan ke masing-masing nagarikarena letak kedua nagari yangberdekatan. Berlangsungnya upayapemetaan konflik tidak berartimengakhiri tahap pertama yangdilakukan. Hal ini berarti dalamberlangsungnya proses pemetaan konflikkedua nagari, upaya membangun trustdengan masyarakat di kedua nagarimasih tetap berlangsung.Pemetaan konflik diawali dengan
assessment konflik, dengan tujuanmenganalisis dan melihat pandanganmasing-masing pihak yang berkonflikterhadap konflik yang ada serta melihatgaya bersengketa pihak-pihak yangberkonflik. Assessment dilakukan dengancara melakukan diskusi informal baikdengan pemerintahan nagari maupundengan tokoh adat yang ada di NagariSumpur dan Bungo Tanjuang sepertiwalinagari, sekretaris nagari (seknag),BPRN, KAN, pemuda, dan masyarakatyang mengetahui tentang konflik/mencari aktor konflik karena tidaksemua masyarakat mengetahui tentangkonflik itu. Pencarian aktor konflik dimasing-masing nagari, Qbar lakukandengan menggunakan teknik snowballberdasarkan informasi yang diperolehdari pemerintahan nagari. Kemudian
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melalui proses analisis desktriptifkualitatif dengan wawancara yangmendalam dengan para pihak yangberkonflik atas masalah-masalah yangdipertentangkan, dituangkan dalambentuk diagram yang dapatmenjelaskan gaya para pihak dalammenghadapi konflik besertakemungkinan penyelesaian atau bentukmediasinya. Hal ini ditujukan agar Qbarmempunyai pengetahuan yang cukupmengenai konteks dan dinamikakonflik yang sedang diselesaikan, selainitu analisis yang dilakukan dapatmembantu dalam menentukantindakan dan peluang tertentu.
Assessment konflik yang dilakukanQbar berdasarkan pedoman ataumetode AGATA dalam pelaksanaanya.Metode AGATA (Analisis GayaBersengketa) adalah sebuah metodeuntuk mencari pola konflik danmencari keinginan pribadi pihak yangberkonflik dengan menggunakanrangking-rangking tertentuberdasarkan panduan yang ada. MetodeAGATA juga merupakan sebuahpanduan mengenai tahapan danlangkah-langkah yang dilakukan dalammenganalisa konflik hingga pemetaankonflik. Dalam praktiknya, pemetaankonflik tidak melibatkan masyarakatatau elite nagari, tetapi dipetakansendiri oleh Qbar. Hasil dari pemetaankonflik tersebut berasal dari informasiyang telah didapat melalui wawancaramendalam dengan panduan AGATA.Dari hasil pemetaan Qbar tergambarbeberapa pihak yang terlibat dalamkonflik kedua nagari, mulai daribeberapa aktor yang terlibat yaknipemerintahan nagari, KAN, investor,perantau, dan tim yang ada di nagariyang memiliki kepentingan yangberbeda terhadap objek sengketa.Selain itu juga ada pihak-pihak yangberusaha untuk menyelesaikan konflikdan keinginan mereka terhadap konflikyang ada. Setiap pihak yang dipetakanmemiliki kepentingan tersendiriterhadap konflik yang terjadi. Dari hasilpemetaan yang dilakukan oleh Qbar,salah satu aktor yang merupakan kuncilanggengnya konflik yang terjadi adalahinvestor. Investor di dalam konflik ini

adalah perantau dari Nagari Sumpuryang akan menanamkan modalnya dilahan yang dipersengketakan. Rencanapenanaman modal inilah yangmengawali terjadinya konflik keduanagari, selain itu rencana penanamanmodal oleh investor bertujuan danmemiliki kaitan erat denganpenambahan pendapatan nagarisehingga sulit untuk menyelesaikankonflik yang terjadi. Kesulitan dalammempertemukan aktor terutamaperantau juga memiliki andillanggengnya konflik. Adapun tindakanyang dilakukan Qbar berdasarkan hasilpemetaan tersebut adalah berupayauntuk mempertemukan aktor yangterlibat terutama tim yang telahterbentuk dengan perantau yang jugamerupakan investor.Hasil pemetaan konflik yangdilakukan Qbar yang tidak kalahpentingnya adalah  diperolehkesimpulan bahwa kedua nagari lebihmemilih menyelesaikan konflik dengancara yang positif yakni kompromi ataukolaborasi dibandingkan tiga gaya yanglainnya, yaitu agitasi, akomodasi, ataubahkan menghindar. Berdasarkanpertanyaan-pertanyaan yang ada dalampanduan penyelesaian konflik AGATA,seluruh analisis menyimpulkan bahwakedua belah pihak lebih memilih carayang positif dalam menyelesaikankonflik dengan proses penyelesaiansecara terpadu oleh Qbar.
c. Pelatihan Resolusi KonflikTidak hanya modifikasi struktur isukonflik, Qbar juga melakukan upayamodifikasi struktur fisik dan sosial.Upaya ini dimaksudkan untukmendorong komunikasi antara pihakyang berkonflik. Adapun upaya yangdilakukan dalam rangka mendorongkomunikasi para pihak yaknimempertemukan kedua nagari untukpertama kali dan merupakan pertemuansatu-satunya antara kedua nagari dalamsebuah pelatihan yang memangdikhususkan untuk mempertemukankedua nagari. Pertemuan inimemungkinkan dialog antara pihak yangberkonflik, dengan tujuan untuk agarpara pihak membagi pandangan mereka
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dan mendengarkan pandangan yangberbeda dalam upaya salingmemahami. Pelatihan yang diadakanoleh Qbar sebagai salah satu bentukketerlibatan LSM dalam resolusi konflikyakni memfasilitasi, membantukomunikasi antara pihak yangberkonflik, dan melatih para pihakketerampilan dalam penyelesaiankonflik.Adapun tema dari pelatihan tersebutadalah pelatihan resolusi konflik. Upayaini dilakukan Qbar dengan tujuan agarsemua pihak termasuk dua nagari yangberkonflik saling memahami disamping itu juga memiliki pemahamantentang konflik dan caramenyelesaikannya. Begitu juga denganQbar sendiri agar Qbar dalammenyelesakan konflik ini memilikiketerampilan khusus yang sangatdibutuhkan dalam mediasipenyelesaian konflik. Pelatihan iniberlangsung selama tiga hari padatanggal 18 s/d 20 Mei 2009 di HotelHang Tuah Padang. Pelatihan yangdilaksanakan merupakan kerjasamaQbar dengan Samdhana Institute yangmendatangkan dua orang fasilitatoryakni Gammal Pasya (Samdhana) danAgus Mulya. Kedua Fasilitator yangdiundang dalam pelatihan inimerupakan orang yang telahberkompeten dalam upayapenyelesaian konflik dan telah berhasildalam beberapa mediasi konflik.Pelatihan yang diadakan di HotelHang Tuah Padang, dihadiri olehperwakilan dari masing-masing nagari.Dari nagari Sumpur dihadiri oleh ketuaKAN (Arifin Dt Tan Basa), sekretarisnagari (Afrizal), dan perwakilan daripemuda yang diwakili Iswadi St Mudo(ditunjuk dan tahu tentang konflik).Perwakilan dari Nagari BungoTanjuang yaitu sekretaris nagari (Z. DtSampono), Z. Dt Gadang (pimpinanJorong Kapuah) dan Nirman St RangkaiItam (pemuda Bungo Tanjuang).Perwakilan tiga orang pernagari iniberdasarkan kepada undangan yangdisampaikan Qbar ke masing-masingnagari dengan menunjuk perwakilandari tiga unsur yakni pemerintahannagari, KAN, dan BPRN. Adapun alasan

Qbar hanya menunjuk tiga orangperwakilan pernagari untuk mengikutipelatihan resolusi konflik karenamenurut pemahaman Qbar konflik yangterjadi adalah konflik antara nagari, jadidalam penyelesaiannya melibatkanpemerintahan nagari. Dalam pelatihanini terlihat bahwa Qbar dalammenyelesaikan konflik kedua nagaripada dasarnya lebih memfokuskankepada elite pemerintahan ataupuntokoh-tokoh masyarakat. Sehingga Qbardalam menyelesaikan konflik ini tidakmengakar pada pokok persoalan yaknimasyarakat yang langsung terlibat dalamkonflik. Oleh sebab itu mungkin kedepannya Qbar akan menemui kendaladalam menerapkan kesepakatan yangakan menandai berakhirnya konflik.Seperti tujuan awal dari pelatihanyakni untuk mendorong komunikasiantara pihak yang berkonflik, keduaperwakilan nagari kemudian dibagisecara acak ke dalam beberapakelompok, sehingga memungkinkanmereka untuk saling berinteraksi danberdiskusi. Saat pelatihan resolusikonflik berlangsung, terlihat komunikasiantara kedua perwakilan nagari dalambentuk diskusi kelompok mengenaipembentukan tim, membangunkesepahaman antara kedua belah pihak,menyepakati mediator, dan lain lain. Jikameminjam istilah Coser, upaya Qbardalam mempertemukan kedua nagaridalam sebuah pelatihan konflik dapatberfungsi sebagai salah satu upayapengelolaan konflik yakni katuppenyelamat (safety-valve). Safety_valveyang dibungkus Qbar dalam wujudsebuah pelatihan resolusi konflik tidakhanya berfungsi agar para pihak berbagipemahaman mereka mengenai konflikatau meluapkan keinginan mereka,tetapi juga berfungsi untuk merintangikonflik secara langsung.
d. Pembentukan Perwakilan KelompokUpaya Qbar selanjutnya adalahmemfasilitasi terbentuknya perwakilankelompok di Nagari Sumpur yang akanmewakili nagari dalam mediasipenyelesaian konflik. Upaya Qbar dalammemfasilitasi pembentukan perwakilankelompok hanya di Nagari Sumpur
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karena di Nagari Bungo Tanjuangsudah terbentuk perwakilan kelompokatau yang disebut tim perunding. DiNagari Bungo Tanjuang, tim perundingdiberi nama “tim tujuh” yangberanggotakan tujuh orang perwakilandari Nagari Bungo Tanjuang yang telahdiberi mandat penuh oleh nagari danmasyarakat. Di Nagari Sumpur,fasilitasi pembentukan tim perundingmenghabiskan waktu yang cukup lama,yakni dari bulan Agustus tahun 2009yang terus terulur sampaidikeluarkannya SK pembentukan timperunding pada bulan September tahun2010.Upaya memfasilitasi pembentukantim perunding yang dilakukan olehQbar berdasarkan asumsi bahwa untukmenyelesaikan konflik yang melibatkandua nagari atau komunitas, maka harusada perwakilan dari nagari yangnantinya akan mewakili nagari dalammediasi penyelesaian konflik. Dalampraktik penyelesaian konflikperwakilan kelompok menjadi hal yangpenting untuk dipertimbangkan.
Encarnation dan kawan-kawan (dalamMiall et al, 2002: 27-28)memperkenalkan gagasan “pihak-pihakyang dilekatkan”, dengan asumsi bahwaindividual atau kelompok dapat munculdari dalam situasi (dari pihak-pihakinti) dan ingin memainkan peransebagai pihak yang peduli dalammemfasilitasi atau melakukan usahamenuju tercapainya penyelesaiankonflik. Individual atau kelompok inidimaksudkan sebagai perwakilan darinagari atau pihak yang berkonflik yangakan mewakili nagari menujupenyelesaian konflik.Fasilitasi pembentukan timperunding di Nagari Sumpur dimulaiQbar sejak bulan Agustus 2009, upayatersebut dilakukan Qbar denganmengadakan kunjungan setiap bulan kenagari sampai kunjungan terakhir padabulan ramadhan di tahun 2010 sebelumkeluarnya SK pembentukan tim. Dalamkunjungan yang dilakukan Qbar keNagari Sumpur, ada tiga kali pertemuanyang diadakan dengan mengundangmasyarakat untuk pembentukan tim.Tiga kali pertemuan tersebut

diprakarsai dan diundang oleh KANNagari Sumpur, akan tetapi pertemuanitu difasilitasi oleh Qbar. Setiappertemuan yang difasilitasi oleh Qbarbukan pertemuan yang formal,pertemuan pertama diadakan di mesjidNagari Sumpur kemudian pertemuankedua diadakan di kantor KAN NagariSumpur dan begitu juga pertemuanketiga pada bulan ramadhan tahun 2010sekaligus acara berbuka puasa bersamamasyarakat. Dalam setiap pertemuandihadiri oleh walinagari, KAN, seknag,BPRN, pemuda dan pernah sekali adaBundo kanduang tetapi pertemuan yangdiadakan ini kurang mendapat perhatiandari masyarakat, terbukti ketikadiundang 30 orang untuk rapatpembentukkan tim yang datang hanyasekitar enam sampai tujuh orang.Sehingga pembentukkan tim perundingini terus terulur sampai bulan September2010.Pembentukan tim perunding yangterus terulur di Nagari Sumpurdikarenakan belum adanyakesepahaman dari masyarakat baik yangdi nagari atau yang di rantau mengenaipenyelesaian konflik. Pembentukan timperunding yang terus terulur membuatQbar mengambil tindakan untukmeningkatkan motivasi masyarakatNagari Sumpur khususnya pemerintahannagari agar serius dalam pembentukantim perunding. Qbar menyatakan bahwaQbar akan menghentikanketerlibatannya sebagai mediator bilaNagari Sumpur tidak mampu untukmembentuk tim perunding. Penetapantenggat waktu secara pihak yangdilakukan oleh Qbar, membuat NagariSumpur membentuk tim perunding yangterdiri dari 13 orang dengan SK nomor14/KEPT/G/SPR-2010. Dalam SKtersebut dinyatakan bahwa ada 13 orangyang ditunjuk sebagai bagian dari timperunding yang akan mewakili Nagaridalam mediasi penyelesaian konflik.Selain itu 13 orang yang tergabungdalam tim perunding diberikan mandatatau legitimasi penuh untukmelaksanakan perundingan-perundingan dan kebijakan-kebijakanyang dapat diterima oleh pihak-pihak
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yang berunding dan terbaik menuruttim perunding.Membentuk perwakilan dari nagariyang terlembaga dalam sebuah timperunding untuk mediasi nantinya jugadapat dipahami sebagai safety_valve.Hal ini karena Qbar menyadari
pentingnya sebuah wadah bagimasyarakat nagari untuk menyalurkanaspirasi mereka dalam penyelesaiankonflik yang terjadi, sehingga nantinyakesepakatan yang disepakati ketikamediasi dapat diterima oleh semuamasyarakat yang pada akhirnya akanmengakhiri konflik yang terjadi.

HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN
KONFLIKPenelitian ini membuktikan bahwasumber daya yang dimiliki oleh lembagaatau mediator menjadi kunci pentingpenentu keberhasilan penyelesaian konflik.Sumber daya tersebut dapat berupa materilseperti  dana maupun immaterialketerampilan, pengetahian ataupunkeahlian. Kekurangan dana yang dialamioleh Qbar dalam penyelesaian konflikmembuat Qbar harus terhenti langkahnya,karena sadar bahwa setiap langkah atauupaya yang diambil untuk penyelesaiankonflik membutuhkan dana dalampelaksanaannya.Sampai sejauh ini Qbar telahmemperoleh beberapa pencapaianwalaupun belum mampu mengakhiri konflikdi kedua nagari, tetapi dengan adanyakepercayaan dari kedua nagari bahwakedua nagari sama-sama mau untukmenyelesaikan konflik. Beberapa upayayang telah dilakukan Qbar dalampenyelesaian konflik kedua nagarimembutuhkan waktu yang cukup lama yangdimulai dari bulan Februari tahun 2009sampai akhir tahun 2010. Sedangkan sejakawal tahun 2011 sampai penelitian iniselesai, Qbar belum melakukan kegiatandalam upaya penyelesaian konflik.Terhentinya upaya Qbar dalampenyelesaian konflik karena keterbatasansumber daya yakni kekurangan dana untukpelaksanaan kegiatan dalam menyelesaikankonflik kedua nagari.Qbar dalam penyelesaian konflik keduanagari bekerjasama dengan sebuah LSM

yakni Samdhana Institute. SamdhanaInstitute adalah sebuah LSM internasionalyang memusatkan perhatiannya padapengembangan kepemimpinan organisasimasyarakat madani, penyelesaianperselisihan pengelolaan sumber daya alam,dan pengelolaan sumber daya alam yangdipimpin oleh masyarakat. Bentuk kerja samatersebut yakni Samdhana Institute menjadi
funding atau lembaga donor bagi Qbar dalammelaksanakan upaya penyelesaian konflik.Samdhana Institute yang berperansebagai lembaga donor utama dalampenyelesaian konflik kedua nagarimenyerahkan dana sekitar Rp 50.000.000kepada LSM Qbar untuk dipergunakan bagipenyelesaian konflik kedua nagari. Danatersebut diterima LSM Qbar dandipergunakan untuk melaksanakan beberapaupaya seperti yang telah dijabarkansebelumnya. Dalam beberapa kegiatanpenyelesaian konflik, karena manajemenkeuangan yang kurang baik mengakibatkanbeberapa kegiatan yang dilakukanmengeluarkan banyak biaya. Akibatnya danayang telah ditargetkan sebesar Rp50.000.000 tersebut tidak cukup untukdipergunakan hingga akhir penyelesaiankonflik. Hal tersebut menyebabkanterhentinya penyelesaian konflik yangdilakukan Qbar pada akhir tahun 2010hingga penelitian selesai (wawancara denganMora Dingin tanggal 31 Januari 2012).Kekurangan dana yang dialami oleh Qbardalam penyelesaian konflik menunjukkanpentingnya dana bagi sebuah LSM dalammelaksanakan sebuah kegiatan, karena tanpadana yang mencukupi LSM juga tidak dapatmelaksanakan kegiatannya.
KESIMPULANPenyelesaian konflik antara NagariSumpur dengan Nagari Bungo Tanjuang yangdimediatori oleh Qbar sebagai pihak ketigasampai saat ini belum sampai pada tahapmediasi. Sejauh ini, peran Qbar dalampenyelesaian konflik kedua nagarimembutuhkan waktu yang cukup lama,berbeda dengan penyelesaian konflik yangdilakukan oleh pemerintah. Penyelesaiankonflik yang dilakukan oleh pemerintah padaumumnya bisa diselesaikan dengan beberapakali pertemuan. Berbeda dengan pemerintah,Qbar dalam penyelesaian konflikmembutuhkan waktu yang cukup lama
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melalui beberapa upaya. Upaya yangdilakukan Qbar seperti diawali denganmembangun trust dengan masyarakatmasing-masing nagari, melakukanpemetaan konflik kedua nagari,memfasilitasi pertemuan kedua nagaridalam bentuk pelatihan resolusi konflik, danmemfasilitasi pembentukan tim perwakilandari nagari yang akan mewakili nagaridalam mediasi yang akan dilakukan.  Setiapupaya Qbar dalam penyelesaian konflikmembutuhkan waktu yang cukup lamakarena setiap upaya yang dilakukanmempertimbangkan keinginan dari masing-masing nagari sehingga hasilnya dapatditerima oleh kedua nagari dan dapatmengakhiri konflik.Namun dalam upaya penyelesaiankonflik antara kedua nagari, Qbar hanyamelibatkan elite atau tokoh masyarakat sajadalam setiap langkah yang diambil. Hal yangkemudian dikhawatirkan adalah jikakesepakatan perdamaian tercapai, hanyaberlaku pada tingkat elite saja. Sementarapada tingkat masyarakat nagari secarakeseluruhan masih ada rasa permusuhan.Keberhasilan penyelesaian konflik yangmelibatkan LSM dalam penyelesaiannyabergantung kepada sumber daya yangdimiliki oleh LSM. Salah satunya adalahpendanaan bagi setiap upaya yangdilakukan, dengan kata lain lembaga donoruntuk LSM dalam menyelesaikan konflikmerupakan hal yang tidak kalah pentingnya.Karena sampai saat ini belum ada upayalanjutan yang dilakukan oleh Qbar setelahterbentuknya perwakilan kelompok. Salahsatu penyebabnya adalah dana yang dimilikioleh Qbar untuk melakukan upaya

selanjutnya minim, padahal tidak dapatdipungkiri setiap upaya atau aksi yangdilakukan tentu memerlukan biaya.
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